
Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 21 No. 1, Juni 2023: 111-131 DOI: http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.111-131  111 

 

ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 
BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA 

Policy Alternatives in Sustainable Agricultural Development in 
Papua Province 

Rachmaeny Indahyani, La Maga* 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih 
Jln. Kampwolker, Kelurahan Yabansai, Jayapura 99333, Papua, Indonesia 

*Korespondensi penulis. Email: agamlamaga@gmail.com 

Naskah diterima: 21 Oktober 2022                  Direvisi: 31 Januari 2023                       Disetujui terbit: 19 Mei 2023 

ABSTRACT 

One of the efforts to meet food needs is by increasing agricultural productivity. Efforts to increase agricultural 
productivity are not simple because, in practice, these efforts can negatively impact the environment. For example, 
efforts to increase agricultural productivity by using excessive use of chemical fertilizers will have a direct impact 
on the preservation of natural resources and the environment. Along with the development of technology in 
agriculture, various agricultural systems have been developed that can increase productivity while maintaining 
environmental sustainability. This study aims to formulate policy recommendations for sustainable agricultural 
development in Papua Province. Data analysis uses the Analytical Hierarchy Process method. The analysis uses 
a qualitative descriptive approach based on the results of interviews with respondents selected by purposive 
sampling method. Respondents came from the Papua Provincial Government agencies, namely BAPPEDA, the 
Agriculture Service, and the Forestry and Environment Service, one respondent each. Based on the analysis 
results, the main factor constraining sustainable agricultural development in Papua Province is limited human 
resources. The local wisdom of the Papuan people is an opportunity for sustainable agricultural development in 
Papua Province. Based on the existing constraints and opportunities, an alternative policy for sustainable agriculture 
development in Papua Province is to apply the agroforestry farming. For this reason, it is necessary to increase the 
knowledge and skills of local farmers. The central and regional governments are advised to formulate policies to 
improve the living standards of local farmers who still apply organic farming. 
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ABSTRAK 

Salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan yaitu dengan peningkatan produktivitas pertanian. Upaya 
peningkatan produktivitas pertanian tidak dapat dikatakan sebagai hal yang sederhana, karena dalam 
pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.iri. Misalnya, upaya peningkatan 
produktivitas pertanian dengan penggunaan penggunaan pupuk kimia berlebihan akan berdampak langsung 
terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Seiring berkembangnya teknologi di bidang pertanian, 
telah dikembangkan berbagai sistem pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas dan tetap menjaga 
kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendai kebijakan pembangunan pertanian 
berkelanjutan di Provinsi Papua. Analisis data menggunakan metode Analytical Hierarchi Proces. Analisis 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang dipilih dengan 
metode purposive sampling. Responden berasal dari instasi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua, yaitu 
BAPPEDA, Dinas Pertanian, dan Dinas Keutanan dan Lingkungan Hidup, masing-masing satu responden.  
Berdasarkan hasil analisis, faktor utama yang menjadi kendala dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Provinsi Papua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kearifan lokal masyarakat Papua menjadi peluang 
dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua. Berdasarkan kendala dan peluang yang ada, 
alternatif kebijakan dalam pembangunan pertanain berkelanjutan di Provinsi Papua adalah dengan menerapkan 
pola pertanian agroforestry. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani lokal. 
Pemerintah pusat dan Pemda disarankan untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup 
petani lokal yang masih menerapkan pola pertanian organik.   

Kata kunci: pertanian berkelanjutan, pertanian organik, LEISA, agroforestry, 
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PENDAHULUAN 

Hingga saat ini, ketahanan pangan masih 
menjadi isu strategis dalam program kerja 
pemerintah. Hal ini karena pertumbuhan 
penduduk yang semakin meningkat, sedangkan 
ketersediaan pangan sangat terbatas. Demikian 
halnya di Provinsi Papua, berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan 
penduduk terus  meningkat, dari 3,15 juta jiwa di 
tahun 2015 menjadi 3,38 juta jiwa di tahun 2019.  
Namun hal itu tidak dibarengi dengan 
peningkatan yang signifikan produksi dan 
produktivitas bahan pangan khsusunya padi 
sawah. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah 
berupa kerawanan pangan dalam jangka 
panjang. Saliem et al. (2001), menjelaskan 
kerawanan pangan sebagai kondisi tidak 
tercapainya ketahanan pangan di tingkat wilayah 
maupun rumah tangga/individu. 

Dengan demikian untuk mencukupi 
kebutuhan pangan, produktivitas pertanian harus 
ditingkatkan. Upaya peningkatan produktivitas 
pertanian tidak dapat dikatakan sebagai hal yang 
sederhana. Karena dalam pelaksanaannya akan 
menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan itu 
sendiri. Misalnya, peningkatan produktivitas 
pertanian dengan peningkatan penggunaan 
pupuk kimia dapat berdampak negatif langsung 
terhadap kelestarian sumberdaya alam dan 
lingkungan. 

Seperti dikemukakan oleh Haryanta et al. 
(2018), beberapa contoh permasalahan dampak 
intensifikasi pertanian, yaitu degradasi lahan, 
kerusakan struktur dan kesuburan  tanah, 
penggunaan pupuk berlebihan, ketergantungan 
petani terhadap pestisida, pupuk anorganik dan 
varietas unggul, munculnya ketahanan 
(resistensi) hama terhadap pestisida, resurjensi 
hama, dan ledakan populasi hama sekunder. 

Seiring berkembangnya teknologi di bidang 
pertanian, telah dikembangkan berbagai sistem 
pertanian yang mampu mencukupi kebutuhan 
pangan dan tetap menjaga kelestarian 
lingkungan. Sistem pertanian tersebut 
merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan 
pembanguan berkelanjutan khususnya pada 
sektor pertanian. Pembangunan berkelanjutan 
memperhatikan tiga aspek penting, yaitu 
keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial. 

Berkelanjutan secara ekonomis adalah suatu 
kegiatan pembangunan harus mampu 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi, 
pemeliharaan kapital, penggunaan sumber daya, 
serta investasi secara efisien. Berkelanjutan 
secara ekologis berarti bahwa kegiatan tersebut 
mampu mempertahankan integritas ekosistem, 

memelihara daya dukung lingkungan, dan 
konservasi sumberdaya alam termasuk 
keanekaragaman hayati (biodiversity). 
Keberlanjutan secara sosial berarti bahwa 
pembangunan tersebut dapat menciptakan 
pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas 
sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, 
pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan 
pengembangan kelembagaan (Serageldin, 1996 
dalam Dahuri 1998). 

Pada sektor pertanian, pembangunan 
pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) 
merupakan implementasi dari konsep 
pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) yang bertujuan meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani 
secara luas. Hal ini dilakukan melalui 
peningkatan produksi pertanian (kuantitas dan 
kualitas), dengan tetap memperhatikan 
kelestarian sumber daya alam (SDA) dan 
lingkungan. Pembangunan pertanian dilakukan 
secara seimbang dan disesuaikan dengan daya 
dukung ekosistem sehingga kontinuitas produksi 
dapat dipertahankan dalam jangka panjang, 
dengan menekan tingkat kerusakan lingkungan 
sekecil mungkin. Adigium sistem pertanian 
berkelanjutan antara lain better environment, 
better farming, and better living. 

Pertanian berkelanjutan mempunyai 
beberapa prinsip yaitu: (a) menggunakan sistem 
input luar yang efektif, produktif, murah, dan 
membuang metode produksi yangmenggunakan 
sistem input dari industri, (b) memahami dan 
menghargai kearifan lokal serta lebih banyak 
melibatkan peran petani dalam pengelolaan 
sumberdaya alam dan pertanian, (c) 
melaksanakan konservasi sumberdaya alam 
yang digunakan dalam sistem produksi 
(Shepherd, 1998) dalam Budiasa (2011). 

Menurut Salikin (2003), bahwa sistem 
pertanian berkelanjutan dapat dilaksanakan 
menggunakan berbagai model antara lain sistem 
pertanian organik, integrated farming, 
pengendalian hama terpadu, dan LEISA 
(LowExternal Input Sustainable Agriculture). 
Sistem pertanian organik merupakan sistem 
produksi pertanian yang menjadikan bahan 
organik sebagai faktor utama dalam proses 
produksi usaha tani. LEISA (low-external-input 
and sustainable agriculture) adalah pertanian 
yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya 
alam dan manusia setempat/lokal, layak secara 
ekonomis, mantap secara ekologis, sesuai 
dengan budaya, adil secara sosial, dan input luar 
hanya sebagai pelengkap (Reijntjes et al. 1999) 
(Luna dan House, 1990 ) dalam Budiasa (2011). 

Sementara itu, agroforestry juga sebagai 
model pertanian berkelanjutan. Sistem 
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agroforestri terbentuk atas tiga komponen pokok 
yaitu perhutanan, pertanian, peternakan. 
Kombinasi komponen-komponen tersebut 
menghasilkan bentuk agrisilvikultur (perhutanan 
+ pertanian), silvopastura (perhutanan + 
peternakan), dan agrosilvopastura (perhutanan + 
pertanian + peternakan) (Budiasa, 2011). 

Beberapa sistem pertanian berkelanjutan 
seperti yang telah disebutkan sebelumnya 
mampu memberikan keuntungan bagi petani. 
Misalnya dalam penelitian Rosman (2014) 
tentang budiaya lada organik yaitu dengan 
penggunaan pupuk kandang dua kali lebih besar 
dari kondisi aktual maka B/C ratio menjadi 1,17 
di tahun ke empat, dengan keuntungan menjadi 
Rp20.070.500 dan dengan asumsi perkiraan 
produksi tahun pertama sebesar hanya 550 
kg/ha. 

Penelitian Wakka dan Hayati (2010), 
menyimpulkan bahwa pemanfaatan lahan 
dengan pola agroforestry di Kawasan Hutan 
Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Borisallo 
secara finansial layak untuk diusahakan pada 
berbagai pola agroforestry. Sementara sistem 
pertanian agroforestri dengan pola 
agrosilvopastura (perhutanan + pertanian + 
peternakan) memiliki beberpa keunggulan, yaitu 
mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan 
adanya pohon, tanaman pangan dan ternak pada 
lahan yang sama, pemanfaatan lahan lebih 
efisien, Memperbaiki kesuburan tanah dan 
mencegah terjadinya tanah longsor. Sementara 
itu hasil penelitian Rauf et al. (2013), melalui 
penerapan sistem pertanian terpadu dalam 
bentuk agroforestry, seperti tipe agrosilvofishery 
(kombinasi pohon hutan, tanaman pertanian dan 
kolam ikan) dan tipe agrosilvopastural (kombnasi 
pohon huan, tanaman pertanian dan ternak 
kambing), selain dapat memproduksi pangan 
dapat pula memelihara dan memperbaiki kondisi 
ekologis. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa merupakan hal yang sangat 
penting untuk menerapkan sistem pertanian 
berkelanjutan di Provinsi Papua. Hal ini dilakukan 
untuk mewujudkan lingkungan yang lestari dan 
bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat 
merupakan bahan pangan yang sehat. Jika 
ditinjau lebih jauh, bahan pangan yang sehat 
yang dikonsumsi oleh masyarakat akan 
berpengaruh terhadap pembangunan 
sumberdaya manusia di Papua yang lebih sehat 
dan produktif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
merumuskan alternatif kebijakan dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Provinsi Papua. Adapun kegunaan dalam 

penelitian ini adalah sebagai landasan bagi 
petani, pemerintah dan akademisi dalam 
menentukan sistem pertanian berkelanjutan 
yang sesuai dengan karakteristik lingkungan di 
Papua, kearifan lokal masyarakat Papua, serta 
melihat potensi keberlanjutan dan potensi pasar 
agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani 
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan 
alam. 

METODOLOGI 

Merumuskan kebijakan dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan dianalisis dengan 
menggunkan metode Analytical Hierarchi Proces 
(AHP) dengan bantuan program program 
ExpertChoice 11. Dalam merumuskan kebijakan, 
melibatkan beberapa lembaga/instansi terkait 
sebagai responden, diantaranya BAPPEDA 
Provinsi Papua, Dinas Pertanian Provinsi Papua 
dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi 
Papua.  Penentuan responden dilakukan dengan 
metode purposive sampling, responden yang 
dipilih pihak yang memahami tujuan dari 
pembangunan pertanian berkelanjutan 
Falatehan (2016), Jumlah responden dari  
lembaga/instansi tersebut ditentukan satu 
responden. Dalam analisis tetap mengikuti 
prinsip dalam memecahkan dengan 
menggunakan analisis logis eksplisit, yaitu: 
prinsip menyusun hirarki (Gambar 1), prinsip 
menentukan prioritas dan prinsip konsistensi 
logis. 

Berdasarkan Gambar 1, responden akan 
diberi tiga alternatif sistem pertanian sebagai 
pilihan dalam menentukan kebijakan 
pembangunan pertanian berkelanjutan. Tiga 
alternatif kebijakan tersebut diantaranya adalah: 

1.  Pertanian organik, merupakan suatu bagian 
integral dari pertanian berkelanjutan dengan 
penggunaan bahan organik alami 
(Mayrowani, 2012). 

2.  LEISA (low-external-input and sustainable 
agriculture), merupakan suatu acuan 
pertanian untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan sumberdaya lokal dengan 
kombinasi komponen usaha tani yang 
sinergistik serta pemanfaatan input luar 
sebagai pelengkap untuk meningkatkan 
efektivitas sumberdaya dan meminimalkan 
kerusakan lingkungan (Asandhi et al., 2005). 
Suryana (2009), menjelaskan bahwa LEISA 
mengacu pada optimalisasi sumber daya 
lokal yang ada dengan mengkombinasikan 
seluruh komponen sistem usaha tani serta 
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menggunakan input luar hanya bila diperlukan 
untuk melengkapi unsur yang kurang dalam 
ekosistem.  

3.  Agroforestri, sistem agroforestri terbentuk 
atas tiga komponen pokok yaitu perhutanan, 
pertanian, peternakan. Kombinasi 
komponen–komponen tersebut menghasilkan 
bentuk agrisilvikultur (perhutanan + 
pertanian), silvopastura (perhutanan + 
peternakan), dan agrosilvopastura 
(perhutanan+ pertanian + peternakan) 
(Budiasa, 2011). 

Menetapkan prioritas, langkah pertama yang 
dilakukan adalah membuat perbandingan 
berpasangan, yaitu perbandingan setiap elemen 
yang  berpasangan dalam  bentuk  matriks  
(Tabel 1). Dalam mengisi matriks diisi berdasrkan 
skala nilai dengan angka antara 1 hingga 9 
(Falatehan, 2016). 

Dalam menentukan kebijakan akhir tentang 
alternatif kebijakan, dalam penelitian ini 
menguraikan beberapa hal yang perlu dianalisis. 
Diantaranya hambatan dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan, peluang dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan kemudian 
melakukan sintesis ahir atau menentukan 
alaternatif kebijakan dalam pembanguan 
pertanian berkelanjutan. 

Kriteria dan alternatif dinilai melalui 
perbandingan berpasangan. Menurut Saaty 
(1993), untuk berbagai persoalan, nilai 1 sampai 
9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan 
pendapat. Nilai dan defenisi pendapat kualitatif 
dari skala  perbandingan berpasangan Saaty 
dijelaskan melalui Tabel 2. 

Konsistensi. Dalam persoalan pengambilan 
keputusan, perlu diketahui tingkat 
konsistensinya, karena bisa jadi pengambilan 

 
 

Gambar 1. Struktur analisis hierarki alternatif kebijakan  dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan di Provinsi Papua 

Tabel 1. Contoh matriks untuk perbandingan berpasangan 

C A1 A2 A3 ... An 

A1 1     
A2  1    
A3   1   
...    ...  
An     1 

Sumber: Falatehan (2016) 
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keputusan memiliki konsistensi yang rendah. 
Untuk mencari indeks konsistensi digunakan 
rumus berikut:  

𝑪𝑰 =
𝝀 𝒎𝒂𝒌𝒔 − 𝒏

𝒏 − 𝟏
… … … … … … … … (𝟏) 

Setelah nilai indeks konsitensinya diperoleh, 
langkah selanjutnya adalah mencari nilai 
consistency ratio. Nilai consistency ratio 
maksimal 10%. Dengan menggunakan 
persamaan dan nilai random indeks (Tabel 3) 
berikut:  

𝑪𝑹 =
𝑪𝑰

𝑹𝑰
… … … … … … … … … … (𝟐) 

Kerangka Pemikiran 

Penilitian ini bertujuan untuk merumuskan 
kebijakan dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan. Berkelanjutan pada aspek sosial, 
ekonomi dan lingkungan. Sehingga pemenuhan 

kebutuhan pangan masyarakat tidak hanya 
menuntut agar semua masyarakat mampu 
memenuhi kebutuhan pangan yang layak. 
Namun lebih jauh hal yang ditekankan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana memenuhi 
kebutuhan pangan tanpa menimbulkan dampak 
negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Karena 
pada dasarnya pertanian konvesional lebih 
mengutamakan penggunaan input dari bahan 
kimia, hal ini tentu dapat menimbulkan 
pencemaran lingkungan. Altarnatif kebijakan 
akan ditentukan berdasarkan persepsi pakar 
yang digunakan sebagai responden dalam 
penelitian ini. Pilihan pakar atas berbagai 
alternatif yang diberikan melalui kuesioner 
selanjutnya akan dianalisis dengan 
menggunakan metode Analytical Hierarchi 
Proces (AHP). 

Lingkup Bahasan 

Merumuskan kebijakan dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan dilakukan dengan 
menggunkan metode Analytical Hierarchi Proces 
(AHP) dengan bantuan program program 
ExpertChoice 11. Analisis dengan menggunakan 
metode AHP merupakan salah satu metode 
analisis berdasarkan pilihan pakar atas kriteria 
yang diuraiakan dalam kuesioner penelitian. 
Pakar atau responden berasal dari beberapa 
instansi terkait yang dianggap memiliki 
keterkaitan langsung dengan objek dalam 
penelitian.  

Kajian dalam penelitian ini hanya mengkaji 
tentang alternatif dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan. Penelitian ini tidak mengkaji 
tentang potensi atau peluang pengembangan 
pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua.  

Tabel 2. Skala banding secara berpasangan dalam AHP 

Intensitas 
Pentingnya 

Defenisi Penjelasan 

1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen menyumbang sama besar pada sifat itu 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih penting 
ketimbang yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong 
satu elemen atas yang lainnya 

5 
Elemen yang satu esensial atau sangat 
penting ketimbang elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat 
menyokong satu elemen atas elemen yang lainnya. 

7 
Satu elemen jelas lebih penting dari 
elemen yang lainnya 

Satu elemen dengan kuat disokong, dan 
dominannya telah terlihat dalam prkatek 

9 
Satu elemen mutlak lebih penting 
ketimbang elemen yang lainnya 

Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang 
lain memiliki tingkat penegasan yang mungkin 
menguatkan 

2, 4, 6, 8 
Niali-nilai diantara dua pertimbangan 
yang berdekatan 

Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan 

Sumber: Saaty (1993) 

Tabel 3. Nilai Random Indeks (RI) 

Ukuran Matriks Indeks Random 

1 dan 2 0 

3 0,58 

4 0,9 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

Sumber: Falatehan (2016) 
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Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura 
Provinsi Papua, pada bulan Mei-Juni 2022. 
Dalam penelitian melibatkan beberapa instansi 
terkait sebagai responden, diantaranya 
BAPPEDA Provinsi Papua, Dinas Pertanian 
Provinsi Papua dan Kehutanan dan Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Papua. 

Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui wawancara dengan 
responden, sedangkan data sekunder diperoleh 
dari BPS Provinsi Papua, Dinas Pertanain 
Provinsi Papua, Dinas Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup Provinsi Papua, serta 
berbagai hasil penelitian terdahulu. Responden 
dalam penelitian berasal dari pihak BAPPEDA 
Provinsi Papua, Dinas Pertanian Provinsi Papua, 
serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
Provinsi Papua. Setiap instansi tersebut 
ditentukan sebnayak satu responden, dengan 
demikian dalam penelitian ini menggunakan 
sebanyak empat responden. Selanjutnya cara 
pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara langsung dengan responden dengan 
menggunakan kuesioner serta studi 
kepustakaan. 

Analisis Data 

Analisis dalam merumuskan kebijakan dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan dilakukan 
dengan menggunkan metode Analytical 
Hierarchi Proces (AHP) dengan bantuan 
program program ExpertChoice 11. Dalam 
merumuskan kebijakan, melibatkan empat 
responden dari beberapa instansi instansi terkait 
sebagai responden. Responden akan 
memberikan penilaian terhadap kriteria yang 
dignakan dalam kuesioner penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hambatan dalam Pembangunan Pertanian 
Berkelanjutan di Provinsi Papua 

Perspektif pertanian berkelanjutan telah 
tersosialisasi secara global sebagai arah ideal 
pembangunan pertanian. Pertanian 
berkelanjutan merupakan bagian dari konsep 
pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan 
dalam World Conservation Strategy diterbitkan 

oleh United Nations Environment Programme 
(UNEP) pada tahun 1980. Sebagaimana yang 
disusun oleh Bruntland Commission, yaitu 
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat 
ini, tanpa menurunkan atau merusak 
kemampuan generasi mendatang untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya (Langhelle, 
1999; United-Nations, 1987). Pertanian 
berkelanjutan bahkan kini tidak lagi sekedar 
wacana melainkan sudah menjadi gerakan 
global. 

Pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga 
dimensi utama yaitu keberlanjutan ekonomi, 
lingkungan dan sosial. Keberlajutan ekonomi 
diartikan sebagai pembangunan yang mampu 
menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu 
untuk memelihara keberlanjutan produksi 
pertanian dan industri. Keberlanjutan lingkungan 
dimaksudkan bahwa pembangunan mampu 
memelihara sumber daya (keanekaraman hayati, 
ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya) yang 
stabil dan menghindari eksploitasi. Keberlanjutan 
sosial diartikan sebagai sistem yang mampu 
mencapai kesetaraan, penyediaan layanan 
sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, 
dan akuntabilitas politik (Rivai dan  Anugrah, 
2011). 

Pertanian berkelanjutan telah menjadi dasar 
penyusunan protokol aturan pelaksanaan (rules 
of conduct) atau standar prosedur operasi 
“Praktek Pertanian yang Baik” (Good Agriculture 
Practices = GAP) sebagai sebuah gerakan global 
maka praktek pertanian berkelanjutan menjadi 
misi bersama komunitas internasional, negara, 
lembaga pembangunan, organisasi swadaya 
masyarakat dan lembaga konsumen 
internasional turut mendorong dan mengawasi 
pelaksanaan prinsip pertanian berkelanjutan 
tersebut (Rivai dan  Anugrah, 2011). Pertanian 
berkelanjutan selanjutnya diartikan sebagai 
pengelolaan sumberdaya untuk usaha pertanian 
guna membantu kebutuhan manusia yang 
berubah sekaligs dipertahankan atau 
meningkatkan kualitas lingkungan dan 
melestarikan sumberdaya alam TAC/CGIR 
(1988).  

Sejalan dengan pertanian berkelanjutan 
adalah konsep “green agiculture” (Sumarno, 
2010) yang dapat didefinisikan sebagai: usaha 
pertanian maju dengan penerapan teknologi 
secara terkendali sesuai dengan ketentuan 
protokol yang telah ditetapkan, sehingga 
diperoleh produktivitas optimal, mutu produk 
tinggi, mutu lingkungan terpelihara dan 
pendapatan ekonomi usaha tani optimal. 

Lebih lanjut Sudalmi (2010) menyatakan 
bahwa pertanian bisa dikatakan berkelanjutan 
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jika mencakup hal-hal berikut: 1) Mantap secara 
ekologis, yang berarti bahwa kualitas 
sumberdaya alam dipertahankan dan 
kemampuan agroekosistem ditingkatkan; 2) 
Berkelanjutan secara ekonomi, yang berarti 
bahwa petani bisa cukup menghasilkan 
pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; 
3) Adil, yang berarti bahwa sumberdaya dan 
kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa 
sehingga kebutuhan dasar semua anggota 
masyarakat dan hak-hak mereka dalam 
menggunakan lahan terpenuhi, termasuk akses 
modal, teknologi, dan pemasaran, serta 
kesempatan untuk berperan serta dalam 
pengambilan keputusan; 4) Manusiawi, yaitu 
semua bentuk kehidupan dan martabat dasar 
semua makhluk hidup dihargai dan dihormati; 
dan 5) Luwes, yaitu masyarakat mampu 
menyesuaikan kondisi usaha tani yang terus 
berubah. 

Persoalan yang sering dihadapi dalam 
mewujudkan pertanian berkelanjutan adalah 
adanya tarik-menarik antara berbagai 
kepentingan pembangunan. Beberapa faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan pertanian 
berkelanjutan antara lain faktor sosial, ekonomi, 
dan kelembagaan (Purwanto dan Cahyono, 
2012); faktor pilihan teknis konservasi yang tepat, 
sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, 
budaya masyarakat (Sabiham dalam Arsyad, S. 
dan E. Rustiadi, 2008); faktor individu, ekonomi, 
dan kelembagaan (Illkpitiya dan Gopalakrishnan, 
2003); faktor kelembagaan, kebijakan 
pemerintah, dan perubahan teknologi (Ananda 
dan Herath, 2003). Bagaimanakah upaya untuk 
menselaraskan berbagai aspek kepentingan 
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan 
merupakan tantangan dalam mewujudkan 
pembangunan pertanian berkelanjutan.  

Berdasarkan hasil analsis bedasarkan 
pendapat pakar, dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan di Provinsi Papua tentu memiliki 
berbagai hambatan. Dalam analisis ini akan 
menguraikan berbagai kendala yang dihadapi 
berasarkan skala prioritas. Hasil analisis 
hambatan dalam pembangunan pertanian 

berkelanjutan dengan menggunakan metode 
AHP memiliki nilai konsistensi 0,02% lebih kecil 
dari 10%. Nilai kosnsitensi tersebut menunjukan 
bahwa jawaban dari semua pakar dalam analisis 
ini memiliki tingkat konsistensi yang sangat 
tinggi.  

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan 
pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa faktor utama 
yang menjadi kendala dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua adalah 
keterbatasan sumberdaya manusia (SDM). Hasil 
penelitian ini didasarkan pada informasi yang 
disampaikan oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi 
Papua, bahwa faktor yang menjadi kendala 
adalah terbatasnya tenaga penyuluh pertanian. 
Saat ini jumlah tenaga penyuluh pertanian PNS 
(Pegawai Negeri Sipil) baru mencapai 1.023 
orang atau 18,87%, sedangkan jumlah kampung 
di Provinsi Papua sebanyak 5.420 kampung. 
Idealnya setiap kampung didampingi oleh 1 
tenaga penyuluh. Dengan demikian, jumlah 
tenaga penyuluh pertanain yang belum tersedia 
adalah sebanyak 4.397 orang atau sebesar 
81,13%. 

Demikian halnya pihak BAPPEDA Provinsi 
Papua mejelaskan bahwa faktor utama yang 
menjadi kendala dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan adalah jumlah tenaga penyuluh 
yang masih kurang serta pola usaha tani yang 
dikembangkan oleh masyarakat asli papua 
masih menerapkan pertanian yang bersifat 
meramu atau mengambil hasil dari alam. Pada 
umumnya petani dalam melakukan kegiatan 
usaha tani hanya untuk mencukupi kebutuhan 
sehari-hari. Santoso et al. (2020), budi daya buah 
tropis belum menjadi prioritas di Indonesia dan 
masih jauh tertinggal dengan budi daya tanaman 
pangan dan perkebunan. Umumnya budi daya 
buah tropis masih sangat tradisional dengan 
mengandalkan lahan pekarangan dan tegalan 
yang sempit (dibawah skala ekonomi), campuran 
dan tersebar. Lebih lanjut dapat dijelaskan 
bahwa pola usaha tani yang dikembangkan oleh 
masyarakat asli Papua menjadi kendala dalam 
upaya peningkatan kondisi perekonomian 
masyarakat. 

Tabel 4. Kendala dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua 

Kriteria Bobot Prioritas 

Keterbatasan SDM 0,450 1 

Ketersediaan Teknologi Ramah Lingkungan 0,361 2 

Praktik Pertanian Konvesional Lebih Dominan 0,125 3 

Peraturan Daerah (Perda) Papua 0,064 4 

Jumlah 1,000 - 

Sumber: Data primer, diolah 
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Hambatan kedua dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua adalah 
menyangkut ketersediaan teknologi ramah 
lingkungan. Berdasarkan hasil analisis dengan 
menggunakan metode AHP berdasarkan 
pendapat pakar, variabel ketersediaan teknologi 
ramah lingkungan memiliki  bobot sebesar 0,361. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi 
Papua, salah satu komoditi unggulan hasil  hutan 
di Papua khususnya daerah Waropen, Mapi, 
Sarmi dan Keerom adalah gaharu. Balitbanghut 
(2010), gaharu adalah gumpalan berbentuk 
padat, berwarna coklat kehitaman sampai hitam 
dan berbau harum yang terdapat pada bagian 
kayu atau akar dari jenis tumbuhan penghasil 
gaharu yang telah mengalami proses perubahan 
kimia dan fisika akibat terinfeksi oleh sejenis 
jamur. Oleh sebab itu tidak semua tanaman 
penghasil gaharu menghasilkan gaharu.  

Tanaman penghasil gaharu yang 
dibudidayakan oleh masyarakat Waropen 
membutuhkan waktu yang sangat lama untuk 
mengasilkan gubel. Salah satu teknologi yang 
dapat mempercepat pertumbuhan kayu gaharu 
untuk menghasilkan bubel adalah dengan virus 
inokulasi. Balitbanghut (2010), dengan teknologi 
inokulasi maka produksi gaharu dapat 
direncanakan dan dipercepat melalui induksi 
jamur pembentuk gaharu pada pohon penghasil 
gaharu. Jika menggunakan virus inokulasi, maka 
kayu gaharu dapat menghasilkan gubel dalam 
jangka waktu 3 tahun. Namun yang menjadi 
kendala dalam pengembangan tanaman gaharu 
adalah kontinuitas dan luas lahan yang tidak 
memadai sehingga menjadi kendala bagi 
Asosiasi Gaharu Indonesia untuk 
mengaplikasikan teknologi virus inokulan di 
daerah Papua khsusnya di daerah Waropen. 

Kendala ketiga dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua adalah 
praktik pertanian konvesional lebih dominan, 
variabel ini memiliki bobot sebesar 0,125. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas 
Pertanian dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup Provinsi Papua, petani di daerah Papua 
khsusnya wilayah adat Meepago dan La Pago 
masih menerapkan pertanian dengan teknologi 
rendah. Demikian juga berdasarkan hasil 
wawancara dengan pihak BAPPEDA Papua, 
bahwa petani di wilayah Papua pada umumnya 
masih menerapkan pola meramu. Kegiatan 
pertanian yang dilakukan hanya untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak 
berorientasi pada pasar sehingga tidak 
berdampak buruk terhadap kelestarian alam. 
Namun yang harus diperharikan dalam 
paradigma pembangunan berkelanjutan adalah 

selain menjaga kelestarian lingkungan, namun 
peningkatan perekonomian masyarakat menjadi 
tujuan utama dalam pembangunan 
berkelanjutan. Sehingga pola pertanian yang 
yang diterapkan oleh masyarakat pada 
umumnya perlu diarahkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani. 

Dalam upaya mewujudkan pembangunan 
pertanian berkelanjutan, Pemerintah Provinsi 
Papua telah memiliki perangkat hukum sebagai 
dasar dalam mewujudkan pembangunan 
pertanian berkelanjuta. Hal tersebut telah 
dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Papua Nomor 27 Tahun 2013 Tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok 
Berkelanjutan. Terdapat enam tujuan dalam 
penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian 
pangan pokok berkelanjutan, diantaranya 
sebagai berikut: 

1.  Menjamin tersedianya lahan pertanian 
pangan pokok secara berkelanjutan 

2.  Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan 
kedaulatan pangan pokok daerah 

3.  Melindungi kepemilikan lahan pertanian 
pangan pokok yang dimiliki dan/atau dikuasai 
oleh Pemegang Hak Atas Tanah atau 
Masyarakat Adat 

4.  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
yang melakukan kegiatan pertanian pangan 
pokok 

5.  Meningkatkan perlindungan dan 
pemberdayaan masyarakat yang melakukan 
kegiatan pertanian pangan pokok 

6.  Mendorong terwujudnya keseimbangan 
ekologis dan kebijakan revitalisasi pertanian. 

Hal tersebut sejalan dengan misi 
pembangunan BAPPEDA Provinsi Papua, 
seperti diuraikan dalam Dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 
2019-2023. Dengan demikian, berdasarkan 
informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanian 
dan BAPPEDA Provinsi Papua, pemerintah 
daerah Papua telah memiliki dasar hukum 
berupa Peraturan Daerah serta dokumen 
rencana pembangunan berkelanjutan. Hal ini 
sejalann dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Fadlina et al. (2013)adanya regulasi atau 
peraturan nasional yang mengarah pada 
penerapan pertanian organik seperti UU No. 12 
tahun 1992 tentang sistem budi daya tanaman, 
PP No. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu 
dan gizi pangan, UU No. 41 tahun 2009 tentang 
perlindungan lahan pertanian berkelanjutan 
menjadi motivasi dan dasar perencanaan 
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pengembangan pertanian organik, termasuk di 
Kota Batu. 

Peluang dalam Pembangunan Pertanian 
Berkelanjutan di Provinsi Papua 

Setelah melakukan analsis tentang hambatan 
dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Provinsi Papua, analisis berikutnya adalah 
analisis peluang dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan. Dalam analsis ini pakar diberikan 
tiga alternatif pilihan yaitu kearifan lokal 
masyarakat Papua, potensi sumber daya alam 
(SDA) dan potensi pasar. Setelah dilakukan 
analsis dengan menggunakan metode AHP, 
bobot dan prioritas pilihan pakar seperti diuraikan 
pada Tabel 5 dengan nilai konsistensi sebesar 
0,00% lebih kecil dari 10%. Nilai konsistensi 
tersebut menunjukan bahwa jawaban dari semua 
pakar dalam analisis ini memiliki tingkat 
konsistensi yang sangat tinggi. Berdasarkan 
hasil analsis menunjukan bahwa kearifan lokal 
masyarakat Papua merupakan faktor utama 
sebagai faktor peluang dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan. Variabel kearifan lokal 
masyarakat Papua memiliki bobot sebesar 
0,601. Variabel kedua adalah potensi SDA 
memiliki bobot sebesar 0,322 dan potensi pasar 
memiliki bobot sebesar 0,077.  

Hasil analsis yang diuraikan pada Tabel 5 
menunjukan bahwa kearifan lokal masyarakat 
Papua menjadi prioritas utama sebagai peluang 
dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Provinsi Papua. Menurut Pretty dan Chambers 
(1994), kearifan lokal pada dasarnya adalah 
praktik dan kebiasaan yang dilakukan oleh 
masyarakat setempat yang mendasarkan pada 
pengetahuan atau teknologi asli (indigenous 
knowledge and indigenous technology) yang 
telah terbukti baik dan bermanfaat. Hal ini 
berdasarkan hasil wawancara dengan semua 
responden. Pihak Dinas Pertanian Provinsi 
Papua menjelaskan bahwa pada umumnya 
petani di daerah Papua masih menerapkan 
pertanian dengan penggunaan input luar yang 
sangat minim untuk komoditi perkebunan. 
Bahkan wilayah adat Meepago dan La Pago tidak 

sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia 
dalam kegiatan usaha tani, hal ini merupakan 
kearifan lokal yang sudah dilakukan secara turun 
temurn. Pola kegiatan pertanain tersebut 
merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat 
Papua. Demikian halnya dalam penelitian 
Fadlina et al. (2013), salah satu kearifan lokal 
masyarakat di Kota Batu adalah akrab dengan 
dunia pertanian. Hal ini memberi kemudahan 
dalam hal penyampaian informasi teknologi budi 
daya pertanian organik. Sudalmi (2010), 
menyatakan bahwa pertanian bisa dikatakan 
berkelanjutan jika mencakup beberapa hal, salah 
satunya adalah “manusiawi”, yaitu semua bentuk 
kehidupan dan martabat dasar semua makhluk 
hidup dihargai dan dihormati. 

Faktor yang menjadi peluang kedua dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Provinis Papua adalah potensi SDA Papua, 
dengan bobot sebesar 0,322.  Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Dinas Pertanian dan 
BAPPEDA Provinsi Papua, menjelaskan bahwa 
potensi SDA di Papua sangat baik utamanya 
lahan yang luas dan kesuburan tanah yang baik. 
Namun berdasarkan penjelasan dari pihak 
BAPPEDA, menyatakan bahwa potensi SDA 
yang ada belum dibarengi dengan kemampuan 
masyarakat dalam memanfaatkan potensi 
tersebut. Berdasarkan penjelasan dari Dinas 
Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi 
Papua, pemanfaatan yang ada saat ini hanya 
pemanfaatan hasil hutan (kayu) sedangkan hasil 
hutan non kayu belum dimanfaatkan. Dengan 
demikian dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa 
dalam upaya untuk mewujudkan pertanian 
berkelanjutan, maka hal pertama yang harus 
diperhatikan adalah peningkan pengetahuan 
petani di daerah Papua. Mengingat potensi SDA 
yang ada, tentunya dalam pemanfaatnya harus 
tetap meneapkan pola pemanfaatan yang ramah 
lingkungan. 

Peningkatan pengetahan petani dianggap 
sebagai hal yang sangat penting, karena dengan 
peningkatan pengetahuan dalam pemanfaatan 
SDA tentu akan berdampak postif terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Soekartawi (1995), 
dalam pandangannya menyebutkan ada tiga hal 

Tabel 5. Peluang dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua 

Kriteria Bobot Prioritas 

Kearifan Lokal Masyarakat Papua 0,601 1 

Potensi SDA 0,322 2 

Potensi Pasar 0,077 3 

Jumlah 1,000 - 

Sumber: Data primer, diolah 
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yang menyebabkan pembangunan pertanian di 
Indonesia harus menerapkan model pertanian 
berkelanjutan. Pertama, sebagai negara agraris, 
peranan sektor pertanian Indonesia dalam 
sistem perekonomian nasional masih dominan. 
Kedua, sebagai negara agraris agrobisnis dan 
agroindustri memiliki peranan yang sangat vital 
dalam mendukung pembagunan sektor lainnya. 
Ketiga, sebagai negara agraris, pembangunan 
pertanian berkelanjutan menjadi keharusan agar 
sumber daya alam yang ada dapat terus 
dimanfaatkan dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.  

Variabel ketiga sebagai faktor peluang dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Provinsi Papua adalah potensi pasar. Variabel 
peluang pasar memiliki bobot sebesar 0,077 
seperti diuraikan pada Tabel 5. Berdasarkan 
hasil wawancara, baik dengan pihak Dinas 
Pertanian, Dinas Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup maupun BAPPEDA Provinsi Papua 
menjeleaskan bahwa untuk pemasaran hasil 
pertanian memiliki potensi yang sangat baik. 
Meskipun demikian, pihak Dinas Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa potensi 
pasar merupakan sebuah peluang namun 
sekaligus sebagai tantangan. Sebagai contoh, 
daerah Waropen, Mapi, Sarmi dan Keerom 
merupakan daerah yang membudidayakan 
tanaman pengahasil gaharu. Gaharu memiliki 
potensi pasar yang sangat tinggi, namun hal ini 
tidak diimbangi dengan kontinuitas produksi dan 
luas lahan budi daya gaharu masih dalam skala 
kecil. Demikian halnya usaha budi daya lebah 
madu di Wamena, produksi madu sudah 
memadai namun terdapat kendala lain dalam 
pengembangan usaha ini yaitu biaya pemasaran 
yang sangat tinggi. Selain itu produk madu dari 
Wamena belum memiliki daya saing tinggi 
dengan produk madu lainnya yang telah beredar 
dipasar. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah inovasi 
untuk meningkatkan daya saing tinggi. 
Selanjutnya pihak BAPPEDA Provinsi Papua 
menjelaskan bahwa potensi pemasaran hasil 
pertanian di Provinsi Papua sangat mendukung, 
kemudian untuk pemenuhan kebutuhan petani 

juga sudah memadai. Namun pada aspek 
pemasaran terdapat kendala dalam hal 
kelembagaan (kelompok tani), kelompok tani 
belum terorganisir dengan baik. Kementan 
(2020), saat ini pembangunan pertanian 
dihadapkan pada sejumlah masalah yang harus 
segera dipecahkan, dua diantaranya adalah 
rendahnya kualitas, mentalitas, dan keterampilan 
sumberdaya petani serta lemahnya 
kelembagaan dan posisi tawar petani. 

Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kendala 
Alam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan 
di Provinsi Papua 

Setelah melakukan analisis kendala dan 
peluang dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan, langkah selanjutnya adalah 
melakukan analisis alternatif kebijakan 
berdasarkan kendala yang dihadapi. Dalam 
analisis ini akan diuraikan pilihan pakar 
mengenai alternatif kebijakan untuk setiap 
kendala dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan seperti diuraikan sebagai berikut: 

Peraturan Daerah (Perda) Papua 

Hasil analsis alternatif kebijakan dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan 
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai 
kendala dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan. Hasil analisis berdasarkan 
pendapat pakar diuraikan pada Tabel 6, dapat 
dilihat bahwa model pertanian organik dan 
agroforestry memiliki bobot tertinggi yakni 
sebesar 0,358, sedangkan model pertanian 
LEISA memiliki bobot sebesar 0,284. Hasil 
analsis menunjukan nilai konsistensi sebesar 
0,00% kurang dari 10%, nilai ini menunjukan 
bahwa jawaban dari semua responden memiliki 
nilai konsistensi yang sangat tinggi.  

Pertanian organik adalah teknik budi daya 
pertanian yang menggunakan bahan organik 
sebagai input utama dalam usaha tani. Tujuan 
utama pertanian organik adalah menyediakan 

Tabel 6. Alternatif kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Papua sebagai hambatan dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan 

Kendala Kriteria Bobot Prioritas 

Peraturan Daerah 
(Perda) Papua 

Pertanian Organik  0,358 1 

Agroforestry 0,358 1 

LEISA (Low External Input Sustainable 
Agriculture) 

0,284 2 

Total 1,000 - 

Sumber: Data primer, diolah 
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produk-produk pertanian, terutama bahan 
pangan yang aman bagi kesehatan produsen 
dan konsumennya serta tidak merusak 
lingkungan.  Pilihan pakar mengenai pertanian 
organik dan agroforestry sebagai alternatif 
kebijakan berdasarkan pada potensi 
sumberdaya alam yang ada di Provinsi Papua. 
Pada dasarnya petani di wilayah adat Meepago 
dan La Pago telah menerapkan model pertanian 
organik. Penggunaan pupuk kimia hanya 
digunakan untuk tanaman perkebunan dan 
dalam jumlah yang rendah. Model pertanian 
tersebut merupakan bagian dari kearifan lokal 
masyarakat setempat. Sehingga hal ini menjadi 
faktor pendukung dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan dimasa yang akan 
datang.  

Analisis dalam penelitian ini akan 
menguraikan beberapa manfaat dari 
pengembangan pertanian organik. Dalam 
pengembangan pertanian organik tentu akan 
mengedepankan faktor kelestarian lingkungan 
dan kesehatan manusia, baik sebagai konsumen 
maupun produsen. Menurut IFOAM (2008) 
prinsip-prinsip pertanian organik adalah : (1) 
Prinsip kesehatan : pertanian organik harus 
melestarikan dan meningkatkan kesehatan 
tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi 
sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan; (2) 
Prinsip ekologi: Pertanian organik harus 
didasarkan pada sistem dan siklus ekologi 
kehidupan. (3) Prinsip keadilan: Pertanian 
organik harus membangun hubungan yang 
mampu menjamin keadilan terkait dengan 
lingkungan dan kesempatan hidup bersama; dan 
(4) Prinsip perlindungan: Pertanian organik harus 
dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab 
untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan 
generasi sekarang dan mendatang serta 
lingkungan hidup. 

Meskipun demikian, pengembangan 
pertanian organik memiliki potensi yang sangat 
baik. Ariesusanty et al. (2010), peluang bisnis 
produk pertanian organik ini sudah mulai banyak 
dimanfaatkan terbukti ada peningkatan jumlah 
lahan pertanian organik Indonesia berdasarkan 
data Statistik Pertanian Organik Indonesia. 
Beberapa keuntungan membudidayakan padi 
secara organik adalah : (1) kesehatan konsumen; 
(2) penggunaan pupuk organik yang 
mengembalikan kesuburan tanah dan 
kelestarian lingkungan; dan (3) meningkatkan 
pendapatan petani, karena harga jualnya lebih 
tinggi dari beras konvensional. 

Pola pertanian organik dan agroforestry 
memiliki bobot dan prioritas yang sama sebagai 
alternatif pembangunan pertanian berkelanjutan 
di Provinsi Papua berdasarkan kendala 

Peraturan Daerah (Perda) Papua. C. Reijntjes et 
al. (1999) Reinjtjes dkk (1999) mengatakan 
bahwa rancangan agroforestry memperlihatkan 
perpaduan atau gabungan antara ciri ekosistem 
alami dan kebutuhan usaha tani. Oleh karena itu, 
agroforestry sebaiknya memiliki fungsi ekologis, 
ekonomis dan sosial. Telah diuraikan sebelmnya 
bahwa pemerintah Provinsi Papua memliki 
rancangan pembangunan pertanian yang 
dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Papua Nomor 27 Tahun 2013 Tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok 
Berkelanjutan. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa 
perlindungan lahan pertanian pangan pokok 
berkelanjutan bertujuan mendukung peningkatan 
jumlah dan mutu produksi jenis pangan pokok 
yang terdiri dari beras, sagu dan umbi-umbian.  

Kemudian pada Pasal 32 ayat 1 berbunyi 
bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota wajib menjaga konservasi lahan 
dan air. Konservasi lahan dan air dapat dilakukan 
dengan beberapa cara seperti diuraikan pada 
ayat 2(b), yaitu dengan cara pemanfaatan 
tanaman untuk mengurangi erosi dan 
meningkatkan penyimpanan air. Hal ini 
menunjukan bahwa pola pertanian agroforestry 
merupakan langkah yang sesuai untuk mencapai 
tujuan tersebut. Vergara (1982) menyatakan 
bahwa agroforestry merupakan salah satu pola 
atau suatu sistem tata guna lahan yang lestari 
dan terpadu yaitu antara komponen tanaman 
budi daya (pertanian) dan tanaman 
pohon/kehutanan dengan atau tanpa komponen 
piaraan/peternakan atau perikanan ikan dan 
udang. Lebih lanjut C. Reijntjes et al. (1999), 
mengungkapkan bahwa agroforestry sebaiknya 
memiliki fungsi ekologis, yaitu memiliki nilai 
konservasi terhadap sumber daya alam dengan 
pemanfaatan yang berkelanjutan 
(sustainableuse). 

Penerapan konsep pertanian agroforesty 
merupakan hal yang baik, selain dapat menjaga 
sistem ekologi juga dapat memberikan 
keuntungan bagi petani. King dan Candra (1978), 
mengemukakan agroforestry adalah pola 
pengelolaan lahan yang dapat mempertahankan 
dan meningkatkan produktifitas lahan secara 
keseluruhan yang merupakan kombinasi 
kegiatan kehutanan, pertanian, peternakan dan 
perikanan, baik secara bersama maupun 
berurutan dengan menggunakan manajemen 
praktis yang disesuaikan dengan pola budaya 
penduduk setempat. Kemudian Wiersum (1980), 
mengemukakan beberapa keuntungan yang 
diperoleh dengan penggunaan teknik 
agroforestry yaitu sebagai berikut: 

1.  Keuntungan ekologis, yaitu penggunaan 
sumber daya yang efisien baik dalam 
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pemanfaatan sinar matahari, air dan unsur 
hara di dalam tanah. 

2.  Keuntungan ekonomis, yaitu total produksi 
yang dihasilkan lebih tinggi sebagai akibat 
dari pemanfaatan yang efisien. 

3.  Keuntungan sosial, yaitu memberikan 
kesempatan kerja sepanjang tahun. 

4.  Keuntungan psikologis, yaitu perubahan yang 
relatif kecil terhadap cara berproduksi 
tradisional dan mudah diterima 
masyarakatdari pada teknik pertanian 
monokultur. 

Keterbatasan SDM 

Berdasarkan hasil analisis, kendala utama 
dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Provinsi Papua adalah keterbatasan SDM di 
Papua. SDM yang dimaksud oleh pakar dalam 
penelitian ini adalah ketersediaan tenaga 
penyuluh pertanian yang belum memadai serta 
pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan 
usaha tani. Berdasarkan hasil analisis yang 
diuraikan pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa 
model pertanian organik merupakan alternatif 
pembangunan pertanian berkelanjutan 
berdasarkan keterbatasan SDM sebagai 
kendala. Hasil analisis menunjukan nilai 
konsistens sebesar 0,00% dan lebih kecil dari 
10%. Nilai ini menunjukan bahwa tingkat 
konsistensi jawaban dari pakar sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 
Dinas Pertanian Provinsi Papua, kendala utama 
dalam pembangunan pertanian di Provinsi 
Papua adalah keterbtasan jumlah tenaga 
penyuluh. Sedangkan hasil wawancara dengan 
pihak BAPPEDA Provinsi Papua, salah satu 
kelemahan yang dimiliki oleh petani di Provinsi 
Papua adalah pola pertanian yang 
dikembangkan masih sangat sederhana. Namun 
dalam prakteknya, pola pertanian yang 
diterapkan oleh petani sebagian besar tidak 
menggunakan pupuk kimia utamanya untuk 

wilayah adat La Pago dan Meepago. IFOAM 
(2008), pertanian organik adalah sistem 
pertanian yang holistik yang mendukung dan 
mempercepat biodiversiti, siklus biologi dan 
aktivitas biologi tanah. Sertifikasi produk organik 
yang dihasilkan, penyimpanan, pengolahan, 
pascapanen dan pemasaran harus sesuai 
standar yang ditetapkan oleh badan 
standardisasi. Firmanto (2011), menjelaskan 
pertanian organik merupakan kegiatan bercocok 
tanam yang ramah lingkungan dengan 
meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan 
bagi lingkungan sekitar, ciri utama pertanian 
organik adalah menggunakan varietas lokal, 
pupuk, dan pestisida organik dengan tujuan 
menjaga dan melestarikan lingkungan. 

Pilihan pakar pola pertanian organik sebagai 
alternatif kebijakan dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan di Provins Papua 
didasarkan pada pola pertanian yang dilakukan 
secara turun temurun oleh masyarakta Papua. 
Catatan sejarah dalam Zend Avesta 

menunjukkan bahwa pemakaian materi organik 
(kompos dan mulsa) dalam sistim pertanian 
sudah dilakukan sejak 8000 tahun yang silam 
(Cutler dan  Hill, 1994). Berdasarkan hasil 
wawancara dengan pihak Dinas Pertanian 
Provinsi Papua, kegiatan pertanian yang 
dilakukan oleh masyarakat Papua masih 
menerapkan pertanian low eksternal input, 
khusunya wilayah adat La Pago dan Meepago. 
Dalam kegiatan pertanian yang dilakukan 
masyarakat Papua, misalnya untuk 
meningkatkan kesuburan tanah petani hanya 
mengandalkan kandungan unsur hara tanah 
yang tersedia secara alamiah. Seperti 
dikemukakan oleh Juarsah (2014), bahan 
organik tanah merupakan sumber nitrogen tanah 
yang utama dan berperan cukup besar dalam 
proses perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi 
tanah. Bahan organik berupa sisa tanaman yang 
ditambahkan kedalam tanah akan mengalami 
beberapa kali fase perombakan oleh organisme 
untuk menjadi humus atau bahan organik tanah. 

Tabel 7. Alternatif kebijakan berdasarkan keterbatasan SDM sebagai hambatan dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan 

Kendala Kriteria Bobot Prioritas 

Keterbatsan SDM 

Pertanian Organik  0,393 1 

Agroforestry 0,369 2 

LEISA (Low External Input Sustainable 
Agriculture) 

0,238 3 

Total 1,000 - 

Sumber: Data primer, diolah 



ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA  123 

Rachmaeny Indahyani, La Maga 

 

Ketersediaan teknologi ramah lingkungan  

Dalam teori pembangunan, teknologi tepat 
sasaran dan sumberdaya manusia yang 
berkualitas disebut dengan energizer of 
development. Kedua faktor tersebut merupakan 
penentu utama daya saing ekonomi suatu 
negara. Peranan teknologi cukup menonjol untuk 
dapat memberikan driving force bagi 
pertumbuhan pembangunan pertanian.  
Disampng itu, pemilihan dan penggunaan 
teknologi secara tepat akan berpeluang untuk 
menekan biaya produksi, menekan harga jual 
serta akan berpengaruh dalam meningkatkan 
daya saing. Peranan teknologi pertanian 
mencakup peningkatan efesiensi dan 
produktivitas ditingkat on-farm serta pascapanen 
dan pengolahan hasil (off-farm) (Fauzi, 2007). 
Berdasarkan hasil analisis seperti diuraikan pada 
Tabel 8, dapat dilihat bahwa pola pertanian 
agroforestry merupakan alternatif kebijakan 
berdasarkan  ketersediaan teknologi ramah 
lingkungan sebagai kendala dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan. Hasil 
analisis menujukan nilai konsistensi sebesar 
0,00% dan lebih kecil dari 10%. Nilai ini 
menunjukan tingkat konsistensi jawaban dari 
pakar sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
responden, dijelaskan bahwa pola pertanian 
yang dikembangkan oleh masyarakat Papua 
masih menggunakan teknologi rendah. Hal ini 
karena pada umumnya petani dalam melakukan 
kegiatan usaha tani tujuannya untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, 
maka perlu diterapkan sebuah metode pertanian 
yang tepat. Selain untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat , kegiatan usaha tani 
yang dikembangkan oleh masyarakat tetap 
menjaga kelestarian fungsi ekologi. Sehingga 
pola petanian agroforestry merupakan model 
pertanian yang dianggap dapat menjawab hal 
tersebut. Perhutani (2002), mendefinisikan 
agroforestry adalah pemanfaatan lahan secara 
optimal dan lestari, dengan cara 
mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan 
pertanian pada unit pengelolaan lahan yang 

sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan 
fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 
yang berperan serta. 

Menurut Foresta dan Michon (1997), 
agroforestry dapat dikelompokkan menjadi dua 
sistem, yaitu sistem agroforestry sederhana dan 
sistem agroforestry kompleks. Sistem 
agroforestry sederhana adalah suatu sistem 
pertanian dimana pepohonan ditanam secara 
tumpangsari dengan satu atau lebih jenis 
tanaman semusim. Bentuk agroforestry 
sederhana yang paling banyak dibahas di Jawa 
adalah tumpangsari. Sementara sistem 
agroforestry kompleks merupakan suatu sistem 
pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis 
pohon baik yang ditanam secara sengaja 
maupun tumbuh alami. Penciri utama 
agroforestry kompleks adalah kenampakan fisik 
dan dinamika didalamnya yang mirip dengan 
ekosistem hutan sehingga disebut pula sebagai 
agroforest. 

Praktik Pertanian Konvesional Lebih 
Dominan 

Pendekatan dan praktek pertanian 
konvensional yang dilaksanakan di sebagian 
besar negara maju dan negara sedang 
berkembang termasuk Indonesia merupakan 
praktek pertanian yang tidak mengikuti prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan (Untung, 
2006). Pertanian konvensional dilandasi oleh 
pendekatan industrial dengan orientasi pertanian 
agribisnis skala besar, padat modal, padat 
inovasi teknologi, penanaman benih/varietas 
tanaman unggul secara seragam spasial dan 
temporal, serta ketergantungan pada masukan 
produksi, termasuk penggunaan berbagai jenis 
agrokimia (pupuk dan pestisida), dan alat mesin 
pertanian. 

Menurut perhitungan ekonomi memang 
penerapan pertanian konvensional dianggap 
sebagai alternatif teknologi yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah kekurangan pangan dan 
gizi serta ketahanan pangan yang dihadapi 
penduduk dunia. Namun belakangan ini disadari 

Tabel 8. Alternatif kebijakan berdasarkan ketersediaan teknologi ramah lingkungan sebagai hambatan dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan 

Kendala Kriteria Bobot Prioritas 

Ketersediaan 
Teknologi Ramah 
Lingkungan 

Agroforestry 0,391 1 

Pertanian Organik  0,317 2 

LEIASA (Low External Input Sustainable 
Agriculture) 

0,292 3 

Total 1,000 - 

Sumber: Data primer, diolah 
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praktek pertanian konvensional tersebut ternyata 
pada sebagian wilayah menimbulkan dampak 
negatif terhadap lingkungan seperti banyak 
dilaporkan oleh berbagai lembaga penelitian dan 
lembaga swadaya masyarakat serta pakar 
ekonomi dan lingkungan.  

Uraian diatas menunjukan dampak negatif 
akibat penerapan pertanian konvesional. Namun 
dari hasil wawancara dengan responden, ada 
beberapa daerah yang masih menggunakan 
teknologi rendah dalam pengelolaan usaha tani. 
Wilayah tersebut mencakup wilayah adat La 
Pago dan Meepago, dalam kegiatan pertanian 
tidak menggunakan pupuk kimia dan hal ini 
sudah menjadi pola usaha tani yang dilakukan 
secara turun temurun. Berdasarkan hasil analisis 
seperti pada Tabel 9, dapat dilhat bahwa pola 
pertanian organik merupaka  alternatif kebijakan 
dalam pembangunan pertanian berkelanjutan 
dengan kendala praktik pertanian konvesional 
lebih dominan. Hasila analisis menunjukan nilai 
konsistensi sebesar  0,00% dan lebih kecil dari 
10%. Hal ini menunjukan jawaban dari 
responden memiliki nilai konsistensi yang sangat 
tinggi.  

Dalam analisis ini perlu dipertegas bahwa 
kebijakan pola pertanian organik sebagai 
alternatif kebijakan dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan dapat diterapkan untuk 
daerah-daerah yang mengsuahakan tanaman 
perkebunan. Penerapan pertanian konvesional 
diakui mampu meningkatkan tingkat produksi 
yang tinggi. Namun perlu disadari adalah 
pertanian konvesonal dengan menggunakan 
berbagai input dari luar seperti pupuk dan 
pestisida kimia tidak hanya berdampak negatif 
terhadap kualitas tanah tetapi berdampak buruk 
terhadap mahluk lain termasuk manusia. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Salim (2011), 
eksploitasi sumber daya alam oleh kegiatan 
pembangunan perkebunan dan pertambangan 
telah melebihi kapasitas daya dukung ekologis 
(caryying capacity), sehingga terjadi eksploitasi 
sumber daya alam yang berlebihan. Berbagai 
dampak ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan 

kesehatan masyarakat semakin meragukan 
masyarakat dunia akan keberlanjutan ekosistem 
pertanian dalam menopang kehidupan manusia 
pada masa mendatang. 

Akumulasi senyawa-senyawa kimia tidak saja 
terjadi di alam (tanah dan perairan) tetapi juga 
pada mahluk hidup itu sendiri baik hewan 
maupun tumbuhan. Sebagai contoh misalnya 
Johnstone et al. (1996) melaporkan adanya 
akumulasi senyawa organochlorine dan 
polychlorobiphenyl (PCB) yang sangat nyata 
pada burung-burung ‘Peregrines’ dan jaringan 
tubuh mangsanya. Akumulasi senyawa pestisida 
terbukti mengganggu sistim reproduksi hewan 
tersbut (Fry, 1995). Bahkan penurunan jumlah 
spesiespun terjadi secara drastis akibat 
pencemaran senyawa sida (Chevreuil et al., 
1995). Terhadap ternak yang dimakan 
manusiapun terjadi akumulasi seperti unsur Cd 
yang berasal dari pupuk fosfat anoragnik pada 
organ hati dan ginjal (Olsson et al. 2001). 

Alternatif Kebijakan Berdasarkan Peluang 
dalam Pembangunan Pertanian 
Berkelanjutan di Provinsi Papua 

Setelah melakukan analisis kendala dan 
peluang dalam pembangunan pertanain 
berkelanjutan, langkah selanjutnya adalah 
melakukan analisis alternatif kebijakan 
berdasarkan potensi dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua. 
Dalam analisis ini akan diuraikan pilihan pakar 
mengenai alternatif kebijakan untuk setiap 
potensi dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan seperti diuraikan sebagai berikut: 

Potensi SDA 

Provinsi Papua merupakan daerah di 
Indonesia yang memiliki berbagai potensi 
sumber daya alam (SDA), baik sumberdaya 
tambang, sumberdaya hutan dan perikanan. 
Disisi lain Provinsi Papua juga memiliki potensi 
pengembangan sektor pertanian. Hal ini 
berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 

Tabel 9. Alternatif kebijakan berdasarkan praktik pertanian konvesional lebih dominan sebagai kendala dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan 

Kendala Kriteria Bobot Prioritas 

Praktik Pertanian 
Konvesional Lebih 
Dominan 

Pertanian Organik  0,362 1 

Agroforestry 0,355 2 

LEIASA (Low External Input Sustainable 
Agriculture) 

0,283 3 

Total 1,000 - 

Sumber: Data primer, diolah 
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BAPPEDA dan Dinas Pertanian Provinsi Papua, 
bahwa daerah Papua memiliki tanah yang subur 
dan lahan yang luas. Berdasarkan potensi SDA 
untuk pengembangan sektor pertanian di Pronsi 
Papua, maka alternatif kebijakan dalam 
pembangunan pertania berkelanjutan 
berdasarkan pendapat pakar adalah pola 
pertanian organik. Pertanian organik memiliki 
bobot sebesar 0,544, namun nilai konsistensi 
sebesar 0,27% dan lebih besar dari 10%. Nilai ini 
menunjukan bahwa jawaban dari setiap 
responden atas alternatif kebijakan dapat 
dikatakan kurang konsisten. Hasil analisis 
ajawaban responden dengan menggunakan 
metode AHP diuraikan pada Tabel 10.  

Alternatif kebijakan dengan menerapkan pola 
pertanain organik merupakan hal yang saling 
mendukung. Hal ini karena selain didukung oleh 
tingkat kesuburan tanah yang baik, tradisi atau 
pola pertanian yang selalu diterapkan oleh 
masyarakat asli Papua merupakan kegiatan 
pertanain tanpa menggunakan pupuk kimia 
khsusnya wilayah adat La Pago den Meepago. 
Pola pertanian tersebut sudah diterapkan secara 
turun temurun, meskipun ada juga menggunakan 
pupuk kimia namun dalam jumlah yang sangat 
rendah. Pola pertanian yang telah diterapkan 
oleh masyarakat Papua menjadi faktor 
pendukung dalam upaya pembangunan 
pertanian berkelanjutan.  

Dengan demikian, pihak pemerintah daerah 
perlu merumuskan sebuah kebijakan untuk 
mendukung pola pertanian yang telah 
dikembangkan oleh masyarakat Papua. Selain 
itu perlu dilakukan analisis atau kajian potensi 
dan tingkat kelayakan pola usaha tani yang telah 
dikembangkan. Hasil analisis atau kajian 
tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam 
pengambilan kebijakan dimasa yang akan 
datang dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan. 

Potensi Pasar 

Pengertian pemasaran menurut peristilahan, 
berasal dari kata “pasar” yang artinya tempat 

terjadinya pertemuan transaksi jual-beli atau 
tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kondisi 
dinamika masyarakat dan desakan ekonomi, 
maka dikenal istilah “pemasaran” yang berarti 
melakukan suatu aktivitas penjualan dan 
pembelian suatu produk atau jasa, didasari oleh 
kepentingan atau keinginan untuk membeli dan 
menjual. Dasar pengertian ini yang melahirkan 
teori pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler 
(2001), sebagai teori pasar. Kotler selanjutnya 
memberikan batasan bahwa teori pasar memiliki 
dua dimensi yaitu dimensi sosial dan dimensi 
ekonomi. Dimensi sosial yaitu terjadinya kegiatan 
transaksi atas dasar suka sama suka. Dan 
dimensi ekonomi yaitu terjadinya keuntungan 
dari kegiatan transaksi yang saling memberikan 
kepuasan. 

Berdasarkan hasil analisis dengan 
menggunakan metode analisis AHP seperti 
diuraikan pada Tabel 11, alternatif kebijakan 
berdasarkn potensi pasar, pola pertanan 
agroforestry merupakan alternatif kebijakan 
dalam pembangunan pertanian berkelanjutan  di 
Provinisi Papua. Alternatif kebijakan pola 
pertanian agroforestry memiliki bobot sebesar 
0,513 dengan nilai konsistensi sebsar 0,00% dan 
lebih kecil dari 10%. Nilai tersebut menujukan 
bahwa jawaban dari responden mengenai 
alternatif kebijakan memiliki tingkat konsistensi 
yang sangat tinggi. 

Berdasar hasil wawancara dengan pihak 
BAPPEDA Provinsi Papua, menjelaskan bahwa 
potensi pasar untuk komoditi pertanian di 
Provinsi Papua sangat baik. Hal ini berbeda 
dengan pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup Provinsi Papua. Aspek pemasaran 
menjadi kendala dalam pengembangan komoditi 
unggulan di Provinsi Papua. Misalnya produk 
madu di Wamena belum mampu bersaing 
dengan produk madu yang telah beredar di 
pasaran. Demikian halnya potensi gaharu 
beberapa daerah di Papua. Meskipun memiliki 
potensi pasar yang sangat tinggi, namun belum 
diimbangi dengan kontiunitas produksi serta 
jumlah tanaman penghasil gaharu masih rendah. 

Tabel 10. Alternatif kebijakan berdasarkan potensi SDA sebagai peluang dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan 

Peluang Kriteria Bobot Prioritas 

Potensi SDA 

Pertanian Organik  0,544 1 

LEISA (Low External Input Sustainable 
Agriculture) 

0,256 2 

Agroforestry 0,200 3 

Total 1,000 - 

Sumber: Data primer, diolah 
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Kearifan Lokal Masyarakat Papua 

Hasil analisis seperti diuraikan pada Tabel 12 
menunjukan bahwa alternatif kebijakan 
berdasarkan peluang kearifan lokal masyarakat 
Papua adalah dengan menerapkan pola 
pertanian organik dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan. Alternatif pertanian 
organik memiliki bobot sebesar 0,363, dengan 
tingkat konsistensi sebsar 0,00% atau lebih kecil 
dari 10%. Nailai tersebut menunjukan bahwa 
konsistensi jawaban dari responden dikatakan 
sangat tinggi. Menurut Abdullah (2008), Kearifan 
lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya 
yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah 
masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui 
sebagai elemen-elemen penting yang mampu 
mempertebal kohesi sosial di tengah 
masyarakat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
responden, pola usaha tani yang dikembangkan 
oleh masyarakat Papua uatamanya wilayah adat 
La Pago dan Meepago menerapkan pola 
pertanian organik. Pola pertanian yang 
dikembangkan masyarakat Papua tidak 
menggunakan pupuk dan pestisida kimia, jika 
menggunakan input berbahan kimia tapi dalam 
jumlah yang sangat rendah. Pola pertanian 
tersebut telah diterapkan oleh masyakat asli 
Papua, khususnya di wilayah adat La Pago dan 
Meepago. Pola pertanian tersebut tentu menjadi 
modal penting bagi pemerintah dalam upaya 
pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Provinsi Papua. Seperti dikemukakan oleh 

Sibarani (2012 ), kearifan lokal digali dari produk 
kultural yang menyangkut hidup dan kehidupan 
komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai, 
kepercayaan dan agama, etos kerja, bahkan 
bagaimana dinamika itu berlangsung. Dalam hal 
ini masyarakat Papua Khususnya wilayah adat 
La Pago dan Meepago telah menyadari 
pentingnya kelestarian lingkungan disamping 
berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidup.  

Pemilihan Kebijakan Pembangunan Pertanian 
Berkelanjutan di Provinsi Papua 

Sebagaimana dikemukakan dimuka 
pembangunan berkelanjutan bukan hanya 
bertumpu pada aspek lingkungan hidup semata, 
tetapi juga pada pembangunan ekonomi dan 
sosial, yang satu sama lain saling berkaitan. 
Kepedulian Indonesia terhadap masalah 
lingkungan juga tercermin dari komitmen 
Indonesia untuk ikut melaksanakan beberapa 
pertemuan dan agenda Internasional berkaitan 
dengan penyelamatan lingkungan seperti halnya 
Agenda 21, Rio de Janeiro dan KTT Bumi 10, 
Johannesburg. Pembangunan pertanian 
berperan strategis dalam perekonomioan 
nasional. Peran strategis tersebut ditunjukkan 
oleh perannya dalam pembentukan kapital, 
penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, 
pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, 
sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, 
serta pelestarian lingkungan melalui praktek 
usaha tani yang ramah lingkungan. 

Tabel 11.  Alternatif kebijakan berdasarkan potensi pasar sebagai peluang dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan 

Peluang Kriteria Bobot Prioritas 

Potensi Pasar 

Agroforestry 0,513 1 

LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture) 0,265 2 

Pertanian Organik  0,222 3 

Total 1,000 - 

Sumber: Data primer, diolah 

Tabel 12. Alternatif kebijakan berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Papua sebagai peluang dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan 

Peluang Kriteria Bobot Prioritas 

Kearifan Lokal 
Masyarakat Papua 

Pertanian Organik  0,363 1 

Agroforestry 0,344 2 

LEISA (Low External Input Sustainable 
Agriculture) 

0,293 3 

Total 1,000 - 

Sumber: Data primer, diolah 
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Pembangunan pertanian di Indonesia 
diarahkan menuju pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan (sustainable agriculture), sebagai 
bagian dari implementasi pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development). 
Pembangunan pertanian (termasuk 
pembangunan perdesaan) yang berkelanjutan 
merupakan isu penting strategis yang menjadi 
perhatian dan pembicaraan disemua negara 
dewasa ini. Pembangunan pertanian 
berkelanjutan selain sudah menjadi tujuan, tetapi 
juga sudah menjadi paradigma pola 
pembangunan pertanian.  

Menurut perhitungan ekonomi memang 
penerapan pertanian konvensional dianggap 
sebagai alternatif teknologi yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah kekurangan pangan dan 
gizi serta ketahanan pangan yang dihadapi 
penduduk dunia. Namun belakangan ini disadari 
praktek pertanian konvensional tersebut ternyata 
pada sebagian wilayah menimbulkan dampak 
negatif terhadap lingkungan seperti banyak 
dilaporkan oleh berbagai lembaga penelitian dan 
lembaga swadaya masyarakat serta pakar 
ekonomi dan lingkungan.  

Globalisasi ekonomi telah berdampak pada 
suatu keharusan bahwa pada pola pendekatan 
pembangunan pertanian ke depan, diarahkan 
kepada “Paradigma Pembangunan Pertanian 
Berkelanjutan” yang berada dalam konteks 
pembangunan manusia. Paradigma 
pembangunan pertanian ini, bertumpu pada 
kemampuan bangsa untuk mewujudkan 
kesejahteraaan masyarakat dengan kemampuan 
sendiri, dengan memperhatikan potensi 
kelestarian lingkungannya (Sumodiningrat, 
2000). Sejalan dengan pertanian berkelanjutan 
adalah konsep “green agiculture” Sumarno 
(2010) yang dapat didefinisikan sebagai: usaha 
pertanian maju dengan penerapan teknologi 
secara terkendali sesuai dengan ketentuan 
protokol yang telah ditetapkan, sehingga 
diperoleh produktivitas optimal, mutu produk 
tinggi, mutu lingkungan terpelihara dan 
pendapatan ekonomi usaha tani optimal. 

Penerapan pertanian konvensional yang 
dilakukan masa lalu pada awal memang mampu 
meningkatkan produktivitas dan produksi 
pertanian terutama pangan secara nyata, namun 
kemudian efisiensi produksi semakin menurun 
karena pengaruh umpan balik berbagai dampak 
samping yang merugikan tersebut di atas. 
Praktek pertanian konvensional secara terus 
menerus telah meningkatkan penggunaan bahan 
kimia yang tidak ramah lingkungan dan secara 
langsung berdampak kepada degradasi lahan 
dan lingkungan serta menurunkan kualitas hasil 
produksi pertanian. Dalam kaitan tersebut, 

Untung (2006) mengidentifikasi dampak dari 
praktek pembangunan pertanian konvensional 
yang selama ini, yaitu: (a) peningkatan erosi 
permukaan, banjir dan tanah longsor; (b) 
penurunan kesuburan tanah; (c) kehilangan 
bahan organik tanah; (d) salinasi air tanah dan 
irigasi serta sedimentasi tanah; (e) peningkatan 
pencemaran air dan tanah akibat pupuk kimia, 
pestisida, limbah domestik; (f) eutrifikasi badan 
air; (g) residu pestisida dan bahan-bahan 
berbahaya lain di lingkungan dan makanan yang 
mengancam kesehatan masyarakat dan 
penolakan pasar; (h) pemerosotan 
keanekaragaman hayati pertanian, hilangnya 
kearifan tradisional dan budaya tanaman lokal; (i) 
kontribusi dalam proses pemanasan global; (j) 
peningkatan pengangguran; (k) penurunan 
lapangan kerja, peningkatan kesenjangan sosial 
dan jumlah petani gurem di perdesaan; (l) 
peningkatan kemiskinan dan malnutrisi di 
perdesaan; (m) ketergantungan petani pada 
pemerintah dan perusahaan/industri agrokimia.  

Berdasarkan hasil analisis dengan 
menggunakan metode AHP sebagaimana 
dijelaskan pada Gambar 2, bahwa alternatif 
kebijakan dalam pembangunan pertanain 
berkelanjutan adalah dengan menerapkan pola 
pertanian agroforestry. Pilihan pakar mengenai 
laternatif kebijakan tersebut didasarkan pada 
pertimbangan bahwa daerah Papua memiliki 
potensi pengembangan pertanian maupun sektor 
kehutanan yang sangat baik. Selain itu, 
sebagaimana yang tertuang dalam konsep 
pembangunan berkelanjutan bahwa dalam 
pelaksanaanya harus memperhatikan tiga aspek 
penting, yaitu aspek lingkungan, sosial dan 
ekonomi. Dengan demikian, responden 
menganggap bahwa pola pertanian agroforestry 
adalah alternatif yang dapat diterapkan. Pilihan 
tersebut berdasarkan persepsi mereka adalah 
pola pertanian agroforestry selain dapat menjaga 
fungsi ekologi dalam kegiatan pertanian, namun 
pemenuhan kebutuhan ekonomi dan manfaat 
sosial dapat terpenuhi. Karena pola agroforestry 
merupakan perpaduan antara tanaman hutan 
dan tanaman semusim dalam satu areal lahan.  

Dengan demikian, jika dalam penerapan pola 
agroforestry dengan membudidayakan beberapa 
jenis komoditi musiman, maka petani dapat 
memperoleh berbagai jenis komoditi pertanian. 
King dan Candra (1978), mengemukakan 
agroforestry adalah pola pengelolaan lahan yang 
dapat mempertahankan dan meningkatkan 
produktifitas lahan secara keseluruhan yang 
merupakan kombinasi kegiatan kehutanan, 
pertanian, peternakan dan perikanan, baik 
secara bersama maupun berurutan dengan 
menggunakan manajemen praktis yang 
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disesuaikan dengan pola budaya penduduk 
setempat. Selain itu, dengan menerapkan pola 
agroforestry, tentunya resiko gagal panen yang 
dialami oleh petani dapat diminimalisir karena 
dalam areal yang sama dipanen beberapa jenis 
komoditi. Sebagaimana dikemukakan oleh 
Abdul-Rauf (2001) secara ekonomi sistem 
pertanian terpadu dalam bentuk sistem 
agroforestry memiliki keuntungan lainnya yaitu 
memperkecil resiko kegagalan panen.  

Pola pertanian agroforestry diharapkan dapat 
menjadi salah satu solusi untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat Papua. Utamanya 
bagi petani yang masih menerapkan pola 
pertanian hanya untuk memcukupi kebutuhan 
konsumsi. Namun hal yang lebih penting adalah 
pola usaha tani yang dikembangkan untuk 
mencukupi kebutuhan pasar merupakan sasaran 
utama dalam pengelolaan usaha tani. Djogo 
(1992), menyatakan bahwa agroforestry 

dianggap sebagai salah satu teknik dan 
pendekatan yang cukup baik untuk membantu 
pertanian lahan kering terutama di daerah 
pedesaan dimana, banyak petani masih 
subsistem atau sedang bergerak dalam upaya 
perbaikan sistem pertanian yang lebih mantap. 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 
dengan menggunakan metode Analytical 

Hierarchi Proces (AHP), maka dirumuskan 
beberapa kesimpulan berikut: 

1.  Kendala utama dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan di provinsi Papua 
adalah keterbatasan SDM tenaga penyuluh 
pertanian serta pengetahuan petani dalam 
usaha tani masih rendah. 

2.  Peluang utama dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan di provinsi Papua 
adalah kearifan lokal masyarakat, yaitu pola 
usaha tani yang dikembangkan oleh 
masyarakat Papua khususnya wilayah adat 
La Pago dan Meepago yang masih 
menerapkan pertanian tanpa menggunakan 
pupuk kimia. Kearifan lokal berusahatani ini 
merupakan pola usaha tani yang telah 
diterapkan secara turun temurun. 

3.  Alternatif kebijakan dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua 
adalah dengan menerapkan pola 
agroforestry. Pola agroforestry dianggap 
sebagai alaternatif dalam pembangunan 
pertanain dengan tetap mengutamakan 
manfaat ekologi, sosial dan ekonomi.    

Implikasi Kebijakan 

Untuk melaksanakan pembangunan 
pertanian berkelanjutan,  direkomendasikan 
kepada Pemda Provinsi Papua beberapa hal 
sebagai berikuit:  

1.  Perlu dilakukan peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan utamanya petani lokal di 

   Sumber: Data primer, diolah 

Gambar 1. Pemilihan kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan 
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Provinsi Papua, baik melalui pelatihan 
maupun penyuluhan pertanian. 

2.  Pemerintah pusat dan Pemda  merumuskan 
kebijakan yang dapat meningkatkan taraf 
hidup petani lokal yang masih menerapkan 
pola pertanian organik, agar pola pertanian 
tersebut dapat diterapkan secara 
berkelanjutan. 

3.  Sebagai langkah awal Pemda Provinsi Papua 
dapat menentukan beberapa wilayah untuk 
mengembangkan pola pertanian agroforestry 
dengan membudidayakan beberapa komoditi 
pertanian, perikanan, kehutanan dan 
peternakan yang memiliki potensi pasar, baik 
tingkat lokal, nasional dan internasional.   
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